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KEMENTERIAN KEUANGAN R .
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 00/1828684

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

D Pembetulan Ke D Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN
fol*]-[1]2]
TAHUN PEROLEHAN
[2]0]2]5]

%’ A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

} A1 NPWP © 202983326401000 A5 NAMA JABATAN . Pelaksana
A2 NIP/NRP - 200403182024052002 A8 JENISKELAMIN @ [0 tax-Lat [ PEREMPUAN
A3 NAMA © GHINA GATRILIANANDA, SH.
[ A4 PANGKAT/ : |lVa!Penate Muda - B © 3604015603010891
! GOL A8 STATUSJUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
i
|
| B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
URAIAN JUMLAH {Rp)
, KODE OBJEK PAJAK: [ | 2110001 [ ] 29-10002
| PENGHASILAN BRUTO
] 1 GAJI POKOK/ PENSIUN 36.214.100
2. | TUNJANGAN ISTRI 0
‘ 3. TUNJANGAN ANAK 0
| 4. | TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN )
‘ 5. TUNJANGAN STRUKTURAL 7/ FUNGSIONAL 0
'8 | TUNJANGAN BERAS 1.013.880
i 7 TUNJANGAN LAIN-LAIN 2.590.659
\ 8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DAR! GAJl 27.431.268
| 8. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.8) 67.249.907
|| PENGURANG
||__10. [ BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 3362.495
|11, | TURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 1.481.991
[ T2 | ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA 0
|13, | JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12) 4.844.486
\ PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
|14, | JUMLAH PENGHASILAN METO (9 - 13) 62.405.422
715, | PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DAR} PEMBER] KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK 0
16. | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh FASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) 62.405.422
|| 17. | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 54.000.000
; 18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETABUNKAN (18-17) 8.405.000
[ 18, | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 420249
20. | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG )
MEMBAYAR GAJI POK!
| 21, | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG )
PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBER! KERJA YANG MEMBAYAR GAJ! POKOK
|| 22, | PPn PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN FADA SPT TAHUNAN (19-20-21) 420,249
23. | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS! PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR 420249
23a. PPh PASAL 21 DIFOTONG )
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 420249
24. | PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR 0
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG 0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 0
C.PEGAWAI TERSEBUT CO01[ | DIPINDAHKAN  C.02[ | PINDAHAN 03[ | BARU  C.04[ | PENSIUN
| D.IDENTITAS PEMOTONG PAJAK
D1 NPWP Instansi Pemerintah a 001035185025000
D2  Nama Instansi Pemerintah - BADAN URUSAN ADMINISTRASI
D3 {D Sub Unit Organisasi 2 863157
S D[ fe[1f2]mm[2]0]2]5 [mw
D5  NAMA PENAMDATANGANM - HARMINI
D6  Pernyataan Wajib Pajak : D}:nk?;n_ri saya menyatakan bahwa Bukdi Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan felah saya fandatangani secara
€ i

tidak diperlukan fanda tangan basal

Sesual dengan ketentuan yang berlaku Direkiorat Jenderal Pajak men%a’{ur bahwa dokungen ini telah ditandatangani secara elekironik sehingga

D1.1.32.49




